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 Bahwa Pemohon adalah perseorangan warga negara Indonesia yang 
berkedudukan sebagai Direktur Eksekutif KPK Watch Indonesia  yang dalam hal ini 

menunjuk Sdr. Iwan Gunawan, SH., dkk sebagai kuasa hukum dalam pengajuan 
permohonan perkara a quo.   

 Mengenai kewenangan Mahkamah, oleh karena permohonan Pemohon 
mengenai pengujian Undang-Undang 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas 
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak 

Pidana Korupsi terhadap UUD 1945 maka Mahkamah berwenang mengadili 
permohonan a quo; 

 Terkait kedudukan hukum Pemohon, Pemohon adalah WNI yang bertindak 
dalam kedudukannya sebagai Direktur Eksekutif KPK Watch Indonesia yakni 
Lembaga Swadaya Masyarakat yang concern terhadap penegakan korupsi di 

Indonesia dan selalu mengawasi kinerja KPK sebagaimana tertuang dalam AD/ART 
LSM tersebut. Dalam pertimbangannya, Mahkamah mempertimbangkan kedudukan 

hukum Pemohon untuk mengajukan permohonan a quo dan menyatakan Pemohon 
memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan perkara a quo.  

             Bahwa oleh karena Permohonan a quo telah jelas, Mahkamah berpendapat 

tidak terdapat urgensi maupun kebutuhan untuk mendengar keterangan pihak-pihak 
sebagaimana disebut dalam Pasal 54 UU MK.    

 Bahwa terkait pokok permohonan, Mahkamah dalam pertimbangan hukumnya 
menyatakan bahwa Pemohon telah keliru menafsirkan konsep negara hukum hanya 
dalam tataran praktis desain pelaksanaan peralihan pegawai KPK menjadi ASN. 
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Menurut Mahkamah, sebagaimana telah Mahkamah pertimbangkan dalam Putusan 
Perkara Nomor 70/PUU-XVII/2019 bahwa ketentuan perundangan-undangan 

dimaksud adalah peraturan perundangan-undangan yang terkait dengan ASN yang 
dalam hal ini adalah UU 5/2014 dan peraturan pelaksananya. Mahkamah juga 

mencermati terkait dengan adanya kekhususan bagi pegawai KPK dalam desain 
peralihan pegawai KPK ke ASN sebagaimana diatur dalam PP 41/2020. Menurut 
Mahkamah, hal tersebut adalah bentuk kekhususan yang justru bertujuan untuk 

memperkuat independensi KPK dengan tanpa menafikan adanya aturan lain terkait 
ASN yakni UU 5/2014 yang mengikat seluruh korps ASN. Menurut Mahkamah, 

seharusnya hal ini juga menjadi pusat perhatian Pemohon, bahwa desain yang ada 
memang mendasarkan pada ketentuan perundang-undangan yang merupakan bentuk 
perwujudan negara hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 dan 

sebagai bentuk adanya jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil 
sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.  

Hal utama yang juga harus dipahami oleh Pemohon adalah bahwa pengakuan, 
jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil sebagaimana dijamin dalam 
Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 pemaknaannya tidak bisa dilepaskan atau harus 

dimaknai sebagai satu kesatuan dengan norma yang dijamin dalam Pasal 28J ayat (2) 
UUD 1945. Bahwa dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib 

tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud 
semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan 
kebebasan orang lain. Hakikat hak asasi manusia adalah kebebasan, tetapi 

kebebasan bukan berarti kebebasan yang tanpa batas, melainkan kebebasan itu 
harus terhenti ketika mulai memasuki wilayah kebebasan orang lain, sebagai 

pemenuhan tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, 
keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.  

Sementara itu, terhadap dalil bahwa pemberlakuan TWK telah mengakibatkan 

terlanggarnya hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang 
adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 

28D ayat (1) UUD 1945 tidaklah secara langsung berhubungan dengan kesempatan 
untuk menduduki jabatan publik in casu penyidik dan/atau penyelidik KPK atau hak 
untuk turut serta dalam pemerintahan melainkan lebih pada konteks due process of 

law dalam negara hukum yang demokratis. Artinya dalil Pemohon tersebut baru dapat 
dipertimbangkan dapat diterima apabila dalam rangka due process of law terdapat 

norma yang menyebabkan Pemohon tidak memperoleh kepastian hukum yang adil 
dan diperlakukan secara berbeda dengan warga negara Indonesia lainnya yang 
berstatus sama dengan Pemohon in casu sebagian pegawai KPK yang tidak lolos 

TWK. Menurut Mahkamah, Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 tidaklah dimaksudkan untuk 
menjamin seseorang yang telah menduduki jabatan apapun tidak dapat diberhentikan 

dengan alasan untuk menjamin dan melindungi kepastian hukum. Kepastian hukum 
yang dimaksud adalah kepastian hukum yang adil serta adanya perlakuan yang sama 
dalam arti setiap pegawai yang mengalami alih status mempunyai kesempatan yang 

sama menjadi ASN dengan persyaratan yang ditentukan oleh peraturan perundang-
undangan. Ketentuan yang terdapat dalam Pasal 69B ayat (1) dan Pasal 69C UU 

19/2019 bukan hanya berlaku bagi Pemohon in casu pegawai KPK yang tidak lolos 
TWK melainkan juga untuk seluruh pegawai KPK. Oleh karena itu menurut 
Mahkamah, ketentuan a quo tidak mengandung ketentuan yang bersifat diskriminasi. 

Adanya fakta bahwa ada beberapa pegawai KPK yang tidak lolos TWK bukanlah 
persoalan konstitusionalitas norma. 
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 Selain itu, terkait dengan dalil Pemohon yang menyatakan bahwa mekanisme 
TWK juga telah melanggar Pasal 28D ayat (2) UUD 1945, menurut Mahkamah analogi 

Pemohon tersebut tidak tepat adanya, oleh karena hak untuk bekerja sangat berkaitan 
langsung dengan hak untuk mencari nafkah, sangat erat dengan hak untuk 

mempertahankan hidup dan hak untuk hidup sejahtera lahir batin. Hak-hak tersebut 
tidak hanya dimiliki oleh segolongan orang saja, yang karena hal-hal tertentu 
diuntungkan dalam mendapatkan pekerjaan tetapi hak-hak tersebut juga dimiliki oleh 

setiap orang tanpa dibedakan-bedakan. Adanya fakta bahwa untuk pekerjaan tertentu 
diberikan syarat khusus yang tertentu pula, tidaklah  ditafsirkan sebagai upaya untuk 

menghilangkan hak seseorang untuk bekerja serta mendapatkan imbalan dan 
perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja sebagaimana dijamin dalam 
Pasal 28D ayat (2) UUD 1945. Menurut Mahkamah, adanya kekhususan syarat dalam 

sebuah pekerjaan tidak bertentangan dengan Pasal 28D ayat (2) sepanjang dilakukan 
berdasarkan alasan dan melalui prosedur yang adil, rasional dan sah. Hal yang 

dilarang oleh Pasal 28D ayat (2) UUD 1945 adalah apabila ketentuan undang-undang 
telah menghilangkan secara mutlak hak seseorang untuk bekerja.  

Hal lain yang juga dipertimbangkan oleh Mahkamah adalah bahwa pemenuhan 

hak atas kesempatan yang sama dalam pemerintahan tidaklah meniadakan 
kewenangan negara untuk mengatur dan menentukan syarat-syaratnya, terlebih jika 

kesempatan yang sama dalam pemerintahan tersebut menyangkut pengisian jabatan 
publik yang membutuhkan kepercayaan dari masyarakat. Sebagaimana telah 
Mahkamah pertimbangkan dalam putusan perkara 70/PUU-XVII/2019, bahwa secara 

substansial desain pengalihan pegawai KPK menjadi ASN telah ditentukan 
sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan in casu UU 5/2014 dan 

peraturan pelaksananya dan salah satu ukuran umum yang telah diterima sebagai 
ukuran objektif untuk memenuhi syarat pengisian jabatan tersebut adalah wawasan 
kebangsaan yang juga menjadi syarat saat seleksi ASN dan saat pengembangan 

karier PNS sebagaimana diatur dalam UU 5/2014 dan peraturan pelaksananya. Oleh 
karena itu, menurut Mahkamah, persyaratan demikian tidaklah tepat apabila dinilai 

sebagai ketentuan yang menghalangi hak seseorang warga negara untuk 
memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan dan juga tidak dapat 
dipandang sebagai ketentuan yang mengandung perlakuan diskriminasi.  

 Berdasarkan seluruh pertimbangan hukum di atas maka Mahkamah 
menjatuhkan putusan yang amar putusannya Menolak permohonan Pemohon untuk 

seluruhnya. 

Alasan Berbeda (Concurring Opinion) 

Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi ini, empat Hakim Konstitusi, yaitu 

Hakim Konstitusi Wahiduddin Adams, Hakim Konstitusi Suhartoyo, Hakim Konstitusi 
Saldi Isra, dan Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih memiliki alasan berbeda 

(concurring opinion) yang pada pokoknya sebagai berikut: 

Bahwa berkenaan dengan ketentuan Pasal 24 UU 19/2019 a quo telah 
dipertimbangkan Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PUU-

XVII/2019 yang antara lain menyatakan Pasal 24 UU 19/2019 sama sekali tidak 
mengandung aspek pembatasan kesempatan yang sama untuk menjadi pegawai ASN 

bagi pegawai KPK. Oleh karena itu, Ketentuan Peralihan dalam Pasal 69B dan Pasal 
69C UU 19/2019 menentukan desain peralihan dimaksud supaya tidak terjadi 
persoalan bagi mereka yang terkena dampak apalagi sampai menimbulkan 

kekosongan jabatan dalam KPK sebagaimana didalilkan para Pemohon. Karena, bagi 
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penyelidik atau penyidik KPK dan bagi pegawai KPK yang belum berstatus sebagai 
pegawai ASN maka dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak UU 

19/2019 mulai berlaku dapat diangkat sebagai pegawai ASN, dengan ketentuan 
penyelidik atau penyidik KPK telah mengikuti dan lulus pendidikan di bidang 

penyelidikan dan penyidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- 
undangan dan bagi pegawai KPK pengangkatan dimaksud dilakukan sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan.  

Bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 24, Pasal 69B dan Pasal 69C UU 
19/2019, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PUU-XVII/2019 dalam Paragraf 

[3.22., hlm 339] secara tegas (expresis verbis) menyatakan, bagi pegawai KPK secara 
hukum menjadi pegawai ASN karena berlakunya UU 19/2019. Oleh karenanya dalam 
UU 19/2019 ditentukan waktu untuk dilakukannya penyesuaian peralihan status 

kepegawaian KPK adalah paling lama 2 (dua) tahun sejak UU berlaku. Artinya, bagi 
pegawai KPK, menjadi pegawai ASN bukan atas keinginan sendiri, tetapi merupakan 

perintah undang-undang, in casu UU 19/2019. Lebih tegas lagi, berdasarkan UU 
19/2019 peralihan status menjadi pegawai ASN merupakan hak hukum bagi 
penyelidik, penyidik, dan pegawai KPK.   

Bahwa berkenaan dengan pertimbangan tersebut, dalam putusan yang sama 
Mahkamah pun menegaskan, dengan adanya pengalihan status pegawai KPK 

menjadi pegawai ASN sebagaimana telah ditentukan mekanismenya sesuai dengan 
maksud adanya Ketentuan Peralihan UU 19/2019, dalam pengalihan tersebut tidak 
boleh merugikan hak pegawai KPK untuk diangkat menjadi pegawai ASN dengan 

alasan apapun di luar desain yang telah ditentukan tersebut. Sebab, para pegawai 
KPK selama ini telah mengabdi di KPK dan dedikasinya dalam pemberantasan tindak 

pidana korupsi tidak diragukan.  

Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi 
Nomor 70/PUU-XVII/2019 tersebut, “status peralihan” bagi penyelidik atau penyidik 

KPK dan bagi pegawai KPK bukanlah proses seleksi calon pegawai baru atau seleksi 
ASN baru yang mengharuskan untuk dapat dilakukan berbagai bentuk seleksi 

sehingga sebagiannya dapat dinyatakan “memenuhi syarat” dan sebagian lagi dapat 
dinyatakan “tidak memenuhi syarat”. Tetapi ketentuan Pasal 69B dan Pasal 69C UU 
19/2019 harus dipandang, dimaknai dan diposisikan sebagai peralihan status bagi 

penyelidik, penyidik, dan pegawai KPK menjadi pegawai ASN sehingga desain baru 
institusi KPK tetap memberikan kepastian hukum bagi penyelidik, penyidik, dan 

pegawai KPK.   

Bahwa dengan merujuk ketentuan peralihan dalam Pasal 69B dan Pasal 69C 
UU 19/2019 dan memaknai secara tepat tujuan dan maksud norma dalam “Ketentuan 

Peralihan” dalam sistem peraturan perundang-undangan, perubahan status tersebut 
harus dipandang sebagai sesuatu peralihan status, bukan seleksi calon pegawai baru. 

Secara hukum, apabila diletakkan dalam konstruksi Pasal 69B dan Pasal 69C UU 
19/2019, proses peralihan tersebut harus ditunaikan terlebih dahulu. Kemudian, 
setelah penyelidik, penyidik dan pegawai KPK mendapat status pegawai ASN, institusi 

KPK dapat melakukan berbagai bentuk test untuk menempatkan mereka dalam 
struktur organisasi KPK sesuai dengan desain baru KPK. Posisi hukum kami, karena 

peralihan status tersebut sebagai hak, peralihan dilaksanakan terlebih dahulu dan 
setelah dipenuhi hak tersebut baru dapat diikuti dengan penyelesaian masalah -
masalah lain, termasuk kemungkinan melakukan promosi dan demosi sebagai 

pegawai ASN di KPK.  
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Bahwa dengan mendasarkan pada kepastian hukum, norma dalam Pasal 69B 
dan Pasal 69C UU 19/2019 seharusnya semangatnya secara sungguh-sungguh 

dimaknai sebagai pemenuhan hak-hak konstitusional warga negara, in casu hak 
konstitusional penyelidik, penyidik dan pegawai KPK untuk dialihkan statusnya 

sebagai pegawai ASN sesuai dengan Pasal 27 ayat (2), Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D 
ayat (1), dan Pasal 28D ayat (3) UUD 1945. Dalam konteks demikian, sekalipun 
permohonan a quo ditolak namun pertimbangan hukumnya dapat dijadikan 

momentum untuk menegaskan pendirian Mahkamah ihwal peralihan status penyelidik, 
penyidik dan pegawai KPK secara hukum menjadi pegawai ASN sebagai hak yang 

harus dipenuhi sebagaimana semangat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 
70/PUU-XVII/2019.  

 


